
CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2025-2029 KABUPATEN TEMANGGUNG
S.D TRIWULAN IV TAHUN 2025

PERANGKAT DAERAH : DINPUSIP

No Program No Indikator Kinerja Satuan Kondisi 
Akhir 2024

Target Kinerja Realisasi Kinerja 
Capaian s.d 
TW IV 2025

Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja Rumus 
Pengahitungan 

Indikator
Faktor 

Pendorong Faktor Penghambat Upaya Percapaian Target 
Kinerja Tahun 20252025 2026 2027 2028 2029 2030 2025 2026 2027 2028 2029 ST T S R SR

INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKD)
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

1 Indeks Pembangunan Literasi 
Masyarakat Angka 60,48 60,61 60,73 60,86 60,98 61,11 61,23 24,03 39,65

V

1. Adanya 
anggaran DAK Non 
Fisik Tahun 2025 
untuk 
melaksanakan 
kegiatan sosialisasi 
pendataan 
perpustakaan yang 
didalamnya 
termasuk kegiatan 
sosialisasi 
mengenai 
pengisian IPLM
2. Adanya 
pustakawan di 
Tingkat 
Perpustakaan SMP

1. Adanya perubahan 
indikator dan metode 
penghitungan IPLM
2. Perpustakaan2 belum 
siap dengan data indikator 
baru
3. Penghitungan rumus 
IPLM yang  baru memang 
akan menunjukkan tren 
penurunan angka IPLM dari 
tahun sebelumnya
4. Masih minimnya alokasi 
anggaran untuk 
pengembangan 
perpustakaan.
6. Belum tercukupinya 
kebutuhan SDM Pustakawan 
di setiap perpustakaan

1. Terus melakukan sosialisasi 
mengenai pentingnya pengisian 
data perpustakaan yang benar
2. Mendorong perpustakaan untuk 
mengadakan lebih banyak 
kegiatan2 literasi yang menarik 
bagi pemustaka
3. Mendorong perpustakaan untuk 
melakukan inovasi di tengah 
efisiensi anggaran
4. Mendorong perpustakaan untuk 
lebih banyak melakukan kerja 
sama antar perpustakaan

2 Tingkat Pemanfaatan 
Perpustakaan Angka 0,0038 0,05 0,15 0,25 0,35 0,45 0,55 0,1206 100,00 V

Rata-rata kunjungan 
perhari tahun 
N/jumlah penduduk 
tahun N dibagi nilai 
standar menurut 
IFLA (0,02)

JUMLAH INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKD) 2 RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR IKD 69,82

 
1 Nilai IKM Perangkat Daerah angka 80,86 80,88 80,9 81 81,2 81,4 81,6 81,848 100,00 V Nilai IKM diambil 

dengan rumus 
SKM = (total nilai 
per unsur dibagi 
total unsur yang 
terisi) * Nilai 
Penimbang, 
hasilnya 
dokonversi 
dengan rumus 
IKM = SKM * 25

Dukungan 
Anggaran DAK 
dari Perpusnas 
RI, sehingga 
bisa 
memberikan 
sarana dan 
prasarana 
layanan yang 
lebih baik 
untuk 
pemustaka

Buku merupakan produk 
layanan perpustakaan yang 
utama. Meskipun sudah 
banyak buku, pemustaka 
memerlukan variasi yang 
lebih, sesuai dengan 
perkembangan teknologi 
dari tahun ke tahun. 
Idealnya Perpustakaan 
Kabupaten Temanggung 
melaksanakan pengadaaan 
koleksi perpustakaan setiap 
tahun. Adanya efisiensi 
anggaran membuat hal 
tersebut belum bisa 
dilaksanakan

Optimalisasi 9 unsur 
pelayanan pada IKM2 Nilai AKIP Perangkat Daerah angka 69,70 69,72 69,74 69,76 69,78 69,8 69,82 69,70 99,97 V

JUMLAH INDIKATOR IKUPD 99,99 2 0 0 0 0
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH (IKUPD)
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1 Indeks Pembangunan Literasi 
Masyarakat Angka 60,48 60,61 60,73 60,86 60,98 61,11 61,23 24,03 39,65 v

1. Adanya 
anggaran DAK Non 
Fisik Tahun 2025 
untuk 
melaksanakan 
kegiatan sosialisasi 
pendataan 
perpustakaan yang 
didalamnya 
termasuk kegiatan 
sosialisasi 
mengenai 
pengisian IPLM
2. Adanya 
pustakawan di 
Tingkat 
Perpustakaan SMP

1. Adanya perubahan 
indikator dan metode 
penghitungan IPLM
2. Perpustakaan2 belum 
siap dengan data indikator 
baru
3. Penghitungan rumus 
IPLM yang  baru memang 
akan menunjukkan tren 
penurunan angka IPLM dari 
tahun sebelumnya
4. Pengembangan koleksi 
perpustakaan tidak 
dilakukan secara rutin dan 
sesuai kebutuhan 
pemustaka.
6. Belum tercukupinya 
kebutuhan SDM Pustakawan 
di setiap perpustakaan

1. Terus melakukan sosialisasi 
mengenai pentingnya pengisian 
data perpustakaan yang benar
2. Mendorong perpustakaan untuk 
mengadakan lebih banyak 
kegiatan2 literasi yang menarik 
bagi pemustaka
3. Mendorong perpustakaan untuk 
melakukan inovasi di tengah 
efisiensi anggaran
4. Mendorong perpustakaan untuk 
lebih banyak melakukan kerja 
sama antar perpustakaan
5. Membuat surat permohonan ke 
BKPSDM untuk mencukupi 
kebutuhan tenaga perpustakaan 
terutama Perpustakaan sekolah2  Tingkat kegemaran membaca nilai 69,04 69,29 69,54 69,79 70,04 70,29 70,54 57,62 83,16 V

1. Meningkatnya 
kesadaran 
membaca dan 
memperoleh 
kebutuhan 
informasi di 
masyarakat
2. Adanya bantuan 
dari Perpusnas RI 
seperti titik baca, 
buku bacaan 
bermutu, pojok 
baca digital untuk 
perpustakaan-
perpustakaan di 
temanggung

1. Adanya perubahan 
instrumen survey Tingkat 
Kegemaran Membaca
2. Minimnya fasilitas literasi 
yang menarik untuk 
masyarakat
3. Kurangnya komunitas 
membaca di masyarakat

Menyelenggarakan kegiatan 
peningkatan literasi yang menarik 
untuk masyarakat

3 Tingkat pemanfaatan 
perpustakaan angka 0,0038 0,05 0,15 0,25 0,35 0,45 0,55 0,1206 100,00 V

1. Adanya kegiatan 
sosialisasi 
pendataan 
perpustakaan 
meningkatkan 
kesadaran 
perpustakaan 
dalam pelaporan 
Data Pokok 
Perpustakaan
2. Adanya pojok 
baca untuk 
perpustakaan 
sekolah

1. Pengembangan koleksi 
perpustakaan tidak 
dilakukan secara rutin
2. Pembinaan perpustakaan 
tidak dilakukan secara rutin

1. Membuat surat edaran Bupati 
mengenai kewajiban 
mengalokasikan anggaran untuk 
kegiatan layanan perpustakaan 
dan melakukan layanan 
perpustakaan secara berkelanjutan
2. melakukan sosialisasi pendataan 
perpustakaan

INDIKATOR PROGRAM

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
Program Pembinaan 
Perpustakaan

Terlaksananya 
pembinaan 
perpustakaan 

1 Persentase pengunjung di 
perpustakaan

% n.a 20 25 30 35 40 45 50,24376333 100,00 V Jumlah pengunjung 
triwulan X tahun 
N/Jumlah 
Pengunjung triwulan 
X tahun N-1 x 100

1. Perubahan 
rumus dan target 
mempengaruhi 
hasil penghitungan 
dan capaian 
indikator
2. Adanya kegiatan 
sosialisasi 
pendataan 
perpustakaan 
meningkatkan 
kesadaran 
perpustakaan 
dalam pelaporan 
Data Pokok 
Perpustakaan
3. Adanya 
kebijakan dari 
Perpusnas RI 
dengan 
mengembalikan 
penghitungan data 
perpustakaan 
sesuai UU Otonomi 
Daerah sehingga 
tk. Kab/Kota hanya 
menghitung data 
perpustakaan  
yang menjadi 
kewenangan 
daerah.

1. Adanya tren penurunan 
kunjungan ke perpustakaan 
dikarenakan jam buka 
perpustakaan tidak 
konsisten, tidak adanya 
kegiatan yang menarik di 
perpustakaan, kurangnya 
tenaga perpustakaan, tidak 
ada penambahan buku baru 
di perpustakaan
2. Masih ada perpustakaan 
yang tidak melaporkan data 
pokok perpustakaannya
3. Kurangnya pemahaman 
tenaga perpustakaan 
mengenai cara pengisian 
data pokok perpustakaan

1. Membuat surat edaran Bupati 
mengenai kewajiban 
mengalokasikan anggaran untuk 
kegiatan layanan perpustakaan 
dan melakukan layanan 
perpustakaan secara berkelanjutan
2. melakukan sosialisasi pendataan 
perpustakaan
3. Membuat surat permohonan ke 
BKPSDM untuk mencukupi 
kebutuhan tenaga perpustakaan 
terutama Perpustakaan sekolah



Jumlah pengunjung triwulan X tahun N 495093
Jumlah Pengunjung triwulan X tahun N-1 985382

2 Persentase perpustakaan yang 
aktif

% 55,18 35 36 37 38 39 40 55,15548282 100,00 V Jumlah 
Perpustakaan Aktif 
tahun N/Jumlah 
Perpustakaan Aktif 
Tahun N-1 x 100

1. Adanya kegiatan 
sosialisasi 
pendataan 
perpustakaan 
meningkatkan 
kesadaran 
perpustakaan 
dalam pelaporan 
Data Pokok 
Perpustakaan
2. Adanya layanan 
perpustakaan 
keliling yang 
pinjaman untuk 
perpustakaan yang 
kesulitan 
menambah 
koleleksi baru di 
perpustakaannya 
agar tetap dapat 
memberikan 
layanan sirkulasi 
kepada 
pemustakanya.

1. Kurangnya tenaga 
perpustakaan terutama 
perpustakaan sekolah dan 
perpustakaan 
desa/kelurahan yang 
mengakibatkan kegiatan 
layanan perpustakaan tidak 
dapat dilakukan dengan 
konsisten
2. Masih ada perpustakaan 
yang tidak melaporkan data 
pokok perpustakaannya
3. Kurangnya pemahaman 
tenaga perpustakaan 
mengenai cara pengisian 
data pokok perpustakaan

1. Membuat surat edaran Bupati 
mengenai kewajiban 
mengalokasikan anggaran untuk 
kegiatan layanan perpustakaan 
dan melakukan layanan 
perpustakaan secara berkelanjutan
2. melakukan sosialisasi pendataan 
perpustakaan

Jumlah Perpustakaan Aktif tahun N 337
Jumlah Perpustakaan Aktif Tahun N-1 611

Program Pelestarian 
Koleksi Nasional & 
Naskah Kuno

Terselenggaranya 
pelestarian koleksi 
nasional dan naskah 
kuno 

3 Persentase penelusuran naskah 
kuno % 100 100 100 100 100 100 100 160

100,00

V

Jumlah Penelusuran 
Naskah Kuno tahun 
N/Jumlah 
Penelusuran Naskah 
Kuno yang 
direncanakan tahun 
N x 100

Adanya dukungan 
anggaran dari DAK 
Non Fisik Tahun 
2025 untuk 
melakukan 
kegiatan 
penelusuran 
naskah kuno

Minimnya informasi 
mengenai keberadaan 
naskah kuno Kabupaten 
Temanggung sehingga lokasi 
kegiatan penelusuran 
naskah kuno dilakukan 
secara random/acak

Memperluas jejaring dengan 
komunitas-komunitas sejarah di 
Temanggung

Jumlah Penelusuran Naskah Kuno tahun N 32
Jumlah Penelusuran Naskah Kuno yang direncanakan tahun N 20

JUMLAH IKUPD 5 RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR IKUPD 87,13 3 1 0 0 1
JUMLAH INDIKATOR PROGRAM 3 RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM 100,00 3 0 0 0 0
JUMLAH  INDIKATOR BIDANG PERPUSTAKAAN 8 RATA-RATA CAPAIAN BIDANG PERPUSTAKAAN 93,56 6 1 0 0 1

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN  
INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH (IKUPD)
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1 Indeks Manajemen Kearsipan Angka 73,54 73,55 73,56 73,57 73,58 73,59 74 70,71

96,14

v

60% nilai audit 
kearsipan eksternal 
ditambah 40% nilai 
audit internal dikali 
100%

Adanya pembinaan 
kearsipan 

Perubahan instrumen 
audit kearsipan yang 
dibuat oleh ANRI yaitu 
semula 2 UP menjadi 3 
UP dan pada pemenuhan 
bukti dukung berupa 
outcome

Melakukan pembinaan 

2
Nilai pengawasan kearsipan 
yang menjadi kewenangan 
kabupaten

Angka 59,57 59,58 59,59 59,6 59,61 59,62 59,63 67,87

100,00

V

nilai audit kearsipan 
internal dibagi 
jumlah PD yang 
dilakukan audit 

Konsultasi, 
koordinasi dan 
pembinaan 
kearsipan

PD belum melaksanakan 
pemusnahan arsip

Mendorong pelaksanaan 
pemusnahan arsip pada PD dan 
menyerahkan arsip statis pada LDK

INDIKATOR PROGRAM

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 
Program Pengelolaan 
ArsipMeningkatnya 
pengelolaan arsip

1 Persentase arsip yang 
dialihmediakan

% 55 60 65 70 75 80 85 60,57 100,00 V Jumlah arsip yang 
dialihmedia dibagi 
jumlah arsip dikali 
100%

koordinasi pada PD 
yang mengelola 
arsip vital dan arsip 
statis

masih dalam proses 
identifikasi arsip vital pada 
PD

Menyusun raperbup pengelolaan 
arsip vitalJumlah arsip yang dialihmediakan 2968

Jumlah arsip 4900
2 Persentase pembinaan kearsipan % n.a. 73,33 75,55 80 84,44 88,88 93,33 73,33 100,00 V Jumlah Perangkat Daerah yang sudah dilakukan pembinaan kearsipan dibagi jumlah Perangkat Daerah dikali 100%

Jumlah Perangkat Daerah yang telah dilaksanakan pembinaan 33
Jumlah Perangkat Daerah 45

JUMLAH IKUPD 2 RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR IKUPD 98,07 2 0 0 0 0
JUMLAH INDIKATOR PROGRAM 2 RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM 100,00 2 0 0 0 0
JUMLAH  INDIKATOR BIDANG KEARSIPAN 4 RATA-RATA CAPAIAN BIDANG  KEARSIPAN 99,03 4 0 0 0 0

JUMLAH TOTAL  IKUPD 7 RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR IKUPD 92,60 5 1 0 0 1
JUMLAH TOTAL INDIKATOR PROGRAM 5 RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM 100,00 5 0 0 0 0
JUMLAH  TOTAL INDIKATOR DINPUSIP 12 RATA-RATA CAPAIAN DINPUSIP 96,30 10 1 0 0 1

Kriteria Penilaian Realisasi Status
Sangat Tinggi 91% ≤ 100% `

Tinggi 76% ≤ 90%
Sedang 66% ≤ 75%
Rendah 51% ≤ 65%

Sangat Rendah ≤ 50%


